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PERATI'RAN DAERAII KABT'PATEN TAPIN
NOMOR 01 TAHT'IT 2016

TEITTAITG

PIRI'BNIAIY ATAS
PERATURAIT DAERAH KABI'PATTIT TAPIN

ITOMOR (x) TAIITIil 2OL2
TEITTAITG

I:iZIfr GAITGGUAII

DEITGAIV RAIIUAT TI'HAIT YAITG MAHA ESA

Menimbang . a.

BI'PATI TAPIN,

bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor O9 Tahun 2OL2 tentang lzin Gangguan,
bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daeratr,
dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2OL2 tentang ldrL
Gangguan, bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II
angka 21O Undang-Undang Nomor t2 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan dengan
melalui perubahan;

bahwa penrbatran sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dilaksanakan dalam rangka
menindaklanjuti Hasil Klarifrkasi dari Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

188.34l5O99/S, tanggal 1O Desember 2OL2;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam hurrrf a dan humf b, perlu
menetapkan Peraturan Daeratr tentang
Perubatran Atas Perahrran Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2OL2 tentang lzin
Gangguan;

b.

c.
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Mengingat : l. Undarrg-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah
diubatr teraktrir dengan Staatsblad 1940 Nomor
450;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentrrkan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daeratr Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 1965 Nomor 51, Tambatran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 27561;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3029l.;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 67, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
472a1;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47251;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOg tentang
Keterbukaan Informasi hrblik (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OO7 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a8a6ll'

Undang-Undang Nomor 2O Tatrun 2OO8 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
93, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8661;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
13O, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa9);

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



L7.

18.

19.
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Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu PinhU

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tatrun 2006 tentang Pedoman Penyelenggar€ran
Pelayanan Terpadu Sahr Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2OO9 tentang Pedoman Penetapan Izin
Gangguan di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O5
Tatrun 2OOB tentang Pembentrrkan Organisasi
dan Tata. Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 09 Tahun 2Ol5 tentang Penbatran
Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 05 Tahun 2OO8 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Peranglat Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor O9

Tahun 2OL2 tentang Izin Gangguan;

21.

20.

22.

Dengan Percctqiuan Bersana

DTWAIT PERWAKII"AIT RAI(YAT DATRAII KABT'PATEII TAPIIT

dan

BUPATI TAPIIT

MEMUTUSKAIY:

Menetapkan : PERATURAII DATRAH TENTAIIG PERITBAIIATI
ATAS PERATT'RAIT DAERAII I(ABT'PATEIT TAPIIT
NOMOR ()9 TAIIUI 2OL2 TEITTAITG IZIN
GAIIGIGUAI|.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor O9 Tahun 2Ol2 tentang lzin Garrgguan (kmbaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 09), diubah sebagai berilmt :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan ketentuan Pasal 15 ayat
(21 dihapus, sehingga ketentuan Pasal 15 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 15

(1) Jangka wakttr berlakunya lzrn Ganggual adalatr selama
usaharrYa masih berjalan.

(21 dihapus.

2. Ketentrran Pasal LT diubah, sehingga ketentrran Pasal L7

berbunyi sebagai berilmt :

Pasal t7

Izin Ganggpan dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. pemegang idnmenghentikan kegiatan usahanya;

b. terjadi penrbahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha
dan/ata-u jenis usaha tanpa persehrjuan dari Bupati atau
pejabat yang ditunjuk;

c. melanggar ketentuan dalem surat izin;

d. setelah dikeluarkan iztn, tetnyata keterangan atau data yang
menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;

e. terjadi pembatral sar€rna usatra dan/atau penambahart
kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat
yang ditunjuk;

f. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan ugaha tanpa
persetrrjuan dari Bupati atau pejabat yang ditr:njuk;

g. terjadi perubatran walctu atau durasi operasi 99"h" tanpa
peisetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

h. menjalankan usaha yang tidak sesrrai dengan izjirr yanS

diberikan.

3. Ketentuan Pasal 26 dihaPus'
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuitya, memerintahkan pengundangan
Perahrran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

di Rantau
O6 Januari 2OL6

Diundangkan di Rantau
06 Januari 2016

DATRAII XABUPATEN TAPIN,

LEUBARAIT DATRAH KABI'PATEI| TAPIil TAHI'I| 2OL6I|OUOR (l1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SEI"ATAN : (179/20r5l


